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KATA PENGAI\ITAR

Syukur Alhamdulillah, Prosiding Seminar Nasional Seri 7 Menuju Masyarakat Madani
dan Lestari dapat diterbitkan. Prosiding ini diterbitkan 1 (satu) kali setiap tahun oleh
Universitas Islam Indonesia dalam rarrrg!<a diseminasi hasil penelitian yang sesuai dengan
Reirstra Penelitian dan Pengabdian Masyarakat 2016-2A20 Universitas Islam Indonesia.
Diharapkan pada tahun 2017 melalai penerbitan prosiding ini dapat terwujud berbagai
alternatif solusi pengembangan kehidupan masyarakat yang madani dan lestari di Indonesia.

Acaru seminar nasional ini terlaksana berkat dukungan dan kerjasama yang kooperatif
banyak pihak. Oleh sebab itu Universitas Islam Indonesia mengucapkan banyak terimakasih
kepudu Direktur Jenderal Penguatan Riset dan Pengembangan Kementerian Riset, Teknologi,
dan Pendidikan Tinggi, Dr. Muhammad Dimyati, Direktur Utama PT Bank BNI Syariah,
Abdullah Firman Wibowo, Rektor Universitas Islam Indonesia, dan segenap instansi terkait
lainnya serta semua pemakalah yang turut serta dalam acara seminar nasional ini.

Jumlah makalah yang masuk ke redaksi adalah 75 makalah. Setelah melalui proses

review dan editing maka makalah yang lolos untuk diterbitkan dalam prosiding ini berjumlah
59 makalah. Makalah ini berasal dari berbagai kalangan seperti peneliti, dosen, mahasiswa
pascasarj ana, dan instansi pemerintah.

Harapan kami selanjutnya semoga Prosiding Seminar Nasional Seri 7 Menuju
Masyarakat Madani dan Lestari ini dapat bermanfaat bagi peningkatan kehidupan masyarakat
di tndonesia. Atas kerjasama semua pihak kami ucapkan banyak terimakasih.
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ABSTRAKG

* - i;txttpsi lebih banyak dimaklumi oleh berbagai pihak daripada

Wyx/i*:":xr:r':,':!;:#.!,:rY:,w'7"i"#:**:#:
Dg. *:r,,l bangia din sibagainya' yang merupakan perilaku iahat yang cenderung

-nffil 

*Es. Srliivo p'ninggulangoi tinaok pio.i:.!:*:::.terlihat dari banvak

ffi-,*a"w,.i,',,tiniit,piianakorupsiatauminimnyapidanayangffi ;;;:":*,:*;Yn:;"f{q::"#"i!iff :Yi:#'I::"7:!';::'::

ffi#tr"#{;ft
-,n*,nrr 

A* mni" hokum sekunder. p"rona, mahasiswa dalam gerakan anti korupsi
----------r o -len perubahan, mampu menyuarakan kepentingan ralqtat' mampu.

W#;"rainr;ffi x;:+:t;;'r;r{:

, t n:)-.-^v

Its*- 
Mahasiswa, Tindak Pidana Kotapsi

reI ABSTRACTfp
,'l#ii,?1,,:,w":;::,!-!l,i#';",i::1"::,::1il,:,!X,!,i,,i"1!iilli"',o

rry ,t ngnrr. nition id'eology, n"ono*1" notio' *o'olity'.etc' That constitutes bad

69g- j_ --,^;ff;";r';;;;"7r*". The overcoming dfficulty af the act of c_rrur-lon

ffi"=,in7,,,;n*oftheacto7.*yopiiono,*,id,"whiciaregivenverdictoffree
%rr- wLrhment. Forilr" or"urid whicjl is unequal to what he did. This matter is very

;* - , , _rr',r"rrt the national developments.- If it happens continously for long time,

ffi-1:o"2,,"o,obeliefuponthelawo,ith"iinstitutionalregulationfulthe
Gffi YiL)"'"y this research was to- i;o* ,lr" attitude .of 

anti-corruption to the

F?-"" S'il*!l )r"ord, methode ur"d *or'nor*ative research which was conducted b1t

ffi:ii:""i!;:i',,*{??-;ix!:;*,;rn/,J"#";;"1;:i;!tr't:r
ffi;ij,i'",iio"i,",,,i,,.','.,'.atbleto,iiti,i,,thecorruprivepolicies,isabletoffi tr';;:i:#;:;'li;:'lu**:r;::x::*:r;'r!#;:':::'3"#Iru

rfu tr: - in localinational level'

yUr Lestari" Yogtakarta, 22 November 2017

I&-^Hm.r^r:r swA DALAM GERAKAN ANrr

,titersity students, Criminal Act of Corruption
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F torupsi selalu mendapat perhatian yang lebih dibandingkan

F--. 
ini dapat dimaklumi mengingat dampak negatif yang

F, hpak yang ditimbulkan dapat menyentuh berbagai bidang

'flilrLlflir'*'r:iir].rr:- i-nasaiah serins, tindak pidana ini dapat membahavakan

*l-",' i:]:.rt. membahayakan pembangunan sosial ekonomi. dan iuga

urlrrLriI||*,.r',,i, - . -:riiai demokrasi dan moralitas karena lambat laun perbuatan

,rrlrl"lr -* ---:".a Korupsi merupakan ancaman terhadap cita-cita menulu

'uri r, '" *lr ::th banyak dimaklumi oleh berbagai pihak daripada

IH -dak pidana korupsi adalah salah satu jenis kejahatan yang dapat

fllirfiiflfiflimilzuilr 1:::rlingan yang menyangkut hak asasi. ideologi negara.

16] Geara- moral bangsa dan sebagainya, yang merupakan perilaku

--.-. ditanggulangi.

hErlangan tindak pidana korupsi terlihat dari banvak

:----..-n: kasus tindak pidana korupsi atau minimnya pidana yang

rilfl*lrr! ,. : , ::s tidak sebanding dengan apayan9 dilakukannya. Hal ini sangar

Dm mghambat pembangunan bangsa. Jika ini terjadi terus menerus

,.-. :ma, dapat meniadakan rasa keadilan dan rasa kepercayaan atas

lrri: :.:--:iang-undangan oleh warga negara.

ffirxlrl*#m
Ep mdak pidana korupsi sulit diungkapkan karena para pelakunya

:: \'ang canggih serta biasanya dilakukan oleh lebih dari satu orans

]t* 
terselubung dan terorganisasi. Oleh karena itu, kejahatan ini sering

Potne atatkejahatan kerah putih.

,r lr rrrriuiiLLrir"' " ::pleksnya perrnasalahan korupsi di tengah- tengah krrsis

ir, "* .:1: arlcolran nyata yang pasti zrkan terjadi, yaitu dampak dari kejahatan

rr,i rr*;u r -.ra korupsi dapat dikategorikan sebagai permasalahan nasional vang

lirLLriiLilitiii* -::'" -: S,Jflgguh-sungrrh melalui keseimbangan langkah-langkah yan_e teeas dan

215
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,"* : rt'rtensi yang ada dalam masyarakat kltttsttsnya pemerintah

- ----s menunjukkan peningkatan dari tahun ke tahun. Tindak

"*,,,. -;: dalam masyarakat, baik dari jumlah kasus yang terjadi dan

:---Dun dari segi kualitas tindak pidana yang dilakukan semakin

-, i ,::rs memasuki seluruh aspek kehidupan masyarakat.

ln ,--l keenam dari 133 negara yang disurvei pada tahun 2003 oleh

iTr ;I) yang berbasis di Berlin. Jerman. IPK RI sejak 2001 hingga

,1i angka 1,9 . Nilai indeks persepsi korupsi Indonesia 1,9 dari

niiai itu, Indonesia masuk ranking 122 dari 133 negara 17ang di,

r'i-:.(-r.n oleh korupsi dari level atas ke bawah yang begitu men-jamur di

:', :rg rawan terhadap tindak pidana kompsi adalah partai politik.

r --, Sementara ifu. kecenderugan masyarakat memberikan suap paling

- ,::,-kri, pertahanan keamanan, migas, perbankan, dan properti.

fua sudah dalam tingkat kejahatan korupsi politik. Kondisi Indonesia

ry :' :,k dan ekonomi sudah dalam stadium kritis. Kanker ganas korupsi

.,. rital dalam tubuh negara Indonesia, sehingga ter-jadi krisis

:, .:r.< dilakukan oleh orang atau institusi yang memiliki kekuasaan

:. -:nerat yane melakukan hubungan transaksional kolutif dengan

,- l:nsan demikian. praktik kejahatan luar biasa berupa kejahatan

-: r secara sistematis.

rr*,',:irg otoriter dan korup telah melakukan proses feodalisasi hukum

:.== saat ini, banyak perangkat hukum yang tidak bermuara pada

r. -:idunqi rakyat. Berarti secara sadar, hukum dibuat tidak berdaya

'"u -"-:- :rnqgi yang korup, dalam domein logos. pejabat tinggi yang korup

mrati privilege karena diperlakukan istimewa, dan pada domein

"- --. pidana korupsi tidak ditetapkan adanya pretrial sehingga tidak

,-rj :-seret ke pengadilan dibebaskan dengan alasan tidak cukup bukti.
* ::, adalah karena faktor perangkat hukumnya yang lemah.

*:-:ubah undang-undang memang lebih mudah daripada menyeret

-----Jll.

-:=ns-Undang korupsi yaitu Undang-Undan-q Nomor 31 Tahun 1999

- :.r,ir 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi



;-'ft'r#,tt!rrt-!t!r1r-11'r:7,1;3

G-* dan memberantas korupsi. politik kriminal merupakan

--.:'Lipsi yang melekat pada undang-undang korupsi Mengapa

, ' r-rk berfungsi. hal ini terkait dengan sistem penegakan hukum di

rflr; :.dak egaliter. Sistem penegakan hukum yang berlaku dapat

,. ' :_skat tinggi diatas hukum. Sistem penegakan hukum vang tidak

;r-:,krasi ini diperparah dengan adanya lembaga pengampunan bagi

-i- , 
= dengan pertimbangan selera, bukan dengan pertimbangan hukum.

E ::i':T;*". :J#Tffi ,.1:il:n iffi "ilTiJ::
'uiillrr, ., :enegakan hukum seperti ini bertentangan dengan kaidah prasyarat

-rrbiarkan koruptor menjarah kekayaan dan aset negara berarli menjadi

lffinrlir :j:tol1 fiegara. Budaya antikorupsi harus dimobilisasi melalui gerakan

Iryfu sosial politik secara simultan. Gerakan ini harus dimotori integritas

'rflri '-; lan keandalan jaringan instifusional. Dengan demikian, arus tersebut

* - -' signifikan mampu membuat toleransi nol terhadap fenomena korupsi.

- --lsi yang sekarang telah menjadi gurita dalam sistem pemerintahan di

F*- 
gambaran dari bobroknyatatapemerintahan di negara ini. Fenomena

J!r-r" 
kemiskinan, rendahnya tingkat pendidikan dan kesehatan serta

ft- 
publik. Akibat dari korupsi penderitaan selalu dialami oleh masyarakat,

Strda di bawah garis kemiskinan (Rohim, 2008)

IF bus dipandang sebagai kejahatan luar biasa (extra ordinary crime).vang oleh

;r rlliliiir-".:* -r&fl upaya luar biasa pula unfuk pemberantasannya. Upaya pemberantasan

r* 
dari dua bagian besar yaitu (1) penindakan dan, (2) pencegahan, tidak akan

Bl qtimal jika hanya dilakukan oleh pemerintah saja tanpa melibatkan peran

iLuuir rirrrr"r,":- Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Direktorat

an Tinggi, 20ll). Oleh karena itu tidaklah berlebihan jika mahasiswa

trL r* bagian penting dari masyarak at yang merupakan pewaris masa depan

;:.. ::rlibat aktif dalam upaya pemberantasan korupsi di Indonesia.

f- 
hsai 41 undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 juncto undang-undang

tr] Ttm 2001 Tentang Pemberantasan Tindak pidana Korupsi, peran serta

Ggr:rt:eran 
serta membantu upava pencegahan dan pemberantasan

217
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ditian

* .. .::akat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diwujudkan dalam

r* -:3rnperoleh, dan memberikan informasi adanya dugaan

*r-::- rlndak pidana korupsi ;

Frilfl+*rt#hffi:*
F;il#;n'ft 

#:Tffi:iffiilT::T 6'gu p,,r.,n ;

$xT;:T::Tffi:HlHTffi n,*,u b dan c ;

E-xh:;]#*ii]1x#x;;r' 
u'*" 

sesua

g- dalam pasal ini, diatur lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah

l[-n mahasiswa dalam upaya pemberantasan korupsi tentu tidak pada upaya

*-_. merupakan kewenangan institusi penegak hukum. Peran aktif mahasiswa

:': : ditbkuskan pada upaya pencegahan korupsi dengan ikut membangun budaya

iluiri, :rasyarakat. Mahasiswa diharapkan dapat berperan sebagai agen perubahan

,rir " -i--;:_rerak gerakkan anti korupsi di masyarakat. Untuk dapat berperan aktif

lriil -:- * .libekali dengan pengetahuan yang cukup tentang seluk beluk korupsi dan

,;-..ia. Yang tidak kalah penting, untuk dapat berperan aktif mahasiswa harus

r'- *' -:r dan menerapkan nilai-nilai anti korupsi dalam kehidupan sehari-hari.
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;ru;: mahasiswa dapat ditempuh dengan berbagai cara antara lain

,, , -*- !,r.i. kampanye, seminar atau perkuliahan. Pendidikan anti korupsi

,,r'^*:- -:rt r.rntuk memberi pengetahuan yang cukup tentang seluk beluk

. - -:ruk dapat berperan sefia aktif dalam upaya pemberantasan korupsi

lii,.r-:- ::ran Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Direktorat

- :;gi.20l3a\

- :.rn dalam pendahuluan diatas,

_-:h

yang menjadi permasalahan

r:'r?nflrl mahasiswa dalam gerakan anti kompsi?

.-.terlibatan mahasiswa dalam gerakan anti korupsi ?

" TT\N

lurr:-- -udul dan latar belakang seperti yang telah dipaparkan diatas, maka

lur,*" " :ir metode penelitian normatif yaitu penelitian yang dilakukan dengan

--* -- pustaka atat data sekunder yang mencakup bahan hukum primer, bahan

-,r bahan hukum tersier

. .* ', ang dipergunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder yaitu data

berhubungan dengan penelitian iniir -:lalui penelitian kepustakaan yang

rprEner

hahan hukum yang

ri;*:. - Lndang Republik

*:. Republik Indonesia

mengikat, dalam hal ini penulis menggunakan

Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-

Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan

" "*. Pidana Korupsi.

'=:.-lrrl sekunder

r---: bahan hukum yang

. -- _orimer. scpcrti :

memberikan penjelasan mengenai bahan

: -'r-buku atau literatur yang erat kaitannya dengan permasalahan.

2t9
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riq". S-\

3,nuru-rr Gerakan Anti Korupsi

&,mryai.an syarat mutlak bagi upaya-upaya penciptaan Indonesia

:* ":.:,,o huk-um ditegakkan, maka kepastian, rasa aman, tenteram

D ru akan dapat terwujud. Ketiadaan penegakan hukum akan

* ,,-:kat memenuhi kebutuhan hidupnya (Chaerudin. dkk, 2008)

rr :--:\'a keterkaitan antara damai. adil dan sejahtera. Penegakan

i' -;:.11an dan nilai yang hendak ditegakkan oleh hukum akan

,;flr - : i'i',Lr?kat ,vang pada gilirannya akan mempengaruhi citra hukum

L-r - r...'ir?kat. Jika kondisi diatas dibiarkan maka masyarakat akan

slnk 
menemukan rasa keadilan meskipun bertentangan dengan

-:' '.::asikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-

;- ::ngejawantah, sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai

$rcirtak*, 
memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan

n- .irLofl luar biasa (extra ordinary crime) yang berdampak sangat luar

- , .:-rpsi berdampak buruk pada seluruh sendi kehidupan manusia.

-r.::, satll faktor penyebab utama tidak tercapainya keadilan dan

;-;.; Korupsi juga berdampak buruk pada sistem perekonomian, sistem

--r.-. sistem hukum, sistem pemerintahan dan tatanan sosial masyarakat.

fr g korupsi juga dapat merendahkan martabat suatu bangsa dalam tata

,:r di Indonesia sudah bersifat kolosal dan ibarat penyakit sulit untuk

jalam berbagai tingkatan sudah terjadi pada hampir seluruh sendi

I *, -..r oleh hampir semua golongan masyarakat. Dengan kata lain korupsi

ni.; -.- :"ri kehidupan kita sehari-hari yang sudah dianggap biasa. Oleh karena

rlriitLir i-r.3t menganggap korupsi bukan lagi merupakan kejahatan besar. Jika

DD fliarkan seperti itu. maka hampir dapat dipastikan cepat atau lambat

'. r:" - 
-:-JUrkan negeri ini. Oleh karena itu sudah semestinya kita menernpatkan

rrrrrun{uulltiuL. - -s:h bersama, yang harus kita perangi bersama-sama dan sungguh-



-*-"';X,*r!*
-i: r , : \'ang luar biasa pula . Upaya pemberantasan korupsi sama sekali

fr!i- yang mudah. Upaya memberantas korupsi tentu saja tidak bisa

E-* jawab institusi penegak hukum atau pemerintah saja. Tetapi juga

Et jawab bersama seluruh konponen bangsa. 01eh karena itu upaya

IF harus melibatkan semua pemangku kepentingan yang terkait yaitu

B dm masyarakat. Dalam KonteKS lnllan manaslswa seoaBar sararr satu

,iiu].i- -:S\ arakat, sangat diharapkan dapat berperan aktif.

Df perjalanan bangsa Indonesia tercatat bahwa mahasiswa mempunyai

;a pentmg. Peranan tersebut tercatatdalam peristiwa-peristiwa besar yang

lLtO"" Nasional tahun 1908, Sumpah Pemuda tahun 1928, Ptoklamasi

h, tahun 1945, lahirnya Orde Baru tahun 1966, danReformasi tahun 1998.

sLm r-:. :r bahwa dalam peristiwa-peristiwa besar tersebut mahasiswa tampil di

penggerak dengan berbagai Eagasafi, semangat dan idealisme yang

EEmahasiswa tersebut tidak dapat dilepaskan dari karalcteristik yang mereka

$,ru.o"alitas. jiwa muda dan idealisme. Dengan kemampuan intelekhral yang

E* -vang penuh semangat, dan idealisme yang murni telah terbukti bahwa

i - -r]engambil peran penting dalam sejarah perjalanan bangsa ini. Dalam

,,; ,'.. besar perjalanan bangsa ini telah terbukti bahwa mahasiswa berperan

,-;:;SBi agen perubahan (agent of change).

::eks gerakan anti-korupsi mahasiswa juga diharapkan dapat tampil di depan

. ::ns-qerak. Mahasiswa didukung oleh kompetensi dasar yag mereka miliki,

Ih-i4 kemampuan berpikir kritis, dan keberanian untuk menyatakan kebenaran.

h-p"t"o*i yang mereka miliki tersebut mahasiswa diharapkan

;-- :r,lidikan dan Kebudayaan Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi. 20i3b)

Exm;il:J#nrakva,
E *"ogkritisi kebijakan-kebijakan yang koruptif

km, 
watch dog (anjing peniaga), lembaga - lembaga negara dan

It:1"'
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F 
l)alam Gerakan Anti Korupsi

Ed berrujuan mewujudkan manusia Indonesia seutuhnya dan

,,. ----:\'a yang adil dan makmur, sejahtera dan tertib berdasarkan

&{dang Dasar Negara Republik lndonesia Tahun 1945, untuk

- : -,nesia vang adil dan makmur dan sejahtera tersebut, perlu secara

lb 
usaha-usaha pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pada

ILil korupsi pada khususnya.

llltrflilr]r : -:-.rrrlgunan nasional di berbagai bidang, aspirasi masyarakat untuk

"'. :entuk penyimpangan lainnya semakin meningkat, karena dalam

*0flilnnlllLitir;: r---rupsi telah menimbulkan kerugian negara yang sangat besar yang

i *t--:rTlpzlk pada timbulnya krisis di berbagai bidang. Untuk itu upaya

'*:*...-iSarr korupsi perlu semakin ditingkatkan dan diintensilkan dengan

;*' -:{ asasi manusia dan kepentingan masyarakat (Djaja,2008)

r :":,J - Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak

brtan sebagai serangkaian tindakan untuk mencegah dan memberantas

I- melalui upaya koordinasi. supervisi, monitor, penyelidikan.

T- 
dan pemeriksaan di sidang pengadilan, dengan peran serta masyarakat

Effi 
"::::ffi:;J',l:j;'."',T.1"T:T;ff 

T"H:,l"',::;

. "' .h seluruh upaya yang dilakukan untuk mencegah terjadinya perilaku

Cnt- 
juga sering disebut sebagai kegiatan anti korupsi yang sifatnya

m adalah seluruh upaya yang dilakukan untuk menanggulangi atau

rrr"-r-r'ra tindak pidana korupsi. Penindakan sering juga disebut seba-qai

rll,lffirflri'*- --psi yang sifatnya represi.f. Peran serta masyarakat adalah peran aktif

," ": sasi kemasyarakatan atau lembaga swadaya masyarakat dalam pencegahan

;."= tindak pidana korupsi.

ts 
upaya pemberantasan korupsi adalah dengan sadar melakukan suatu gerakan

& f masyarakat. Gerakan ini adalah upaya bersama yang bertujuan untuk

:.: 3udaya Anti Korupsi di masyarakat. Dengan tumbuhnya budaya anti korupsi

:rharapkan dapat mencegah munculnya perilaku koruptif. Gerakan anti korupsi

u,u,- :-'rakan jangka panjang yang harus melibatkan seluruh pemangku kepentingan

-



I :-':.'ri; Zi'r-22;-1',X-,',',1,

t**, 
swasta dan masyarakat. Dalam konteks ini peranan mahasiswa

Ir nenting dari masyarkat sangat diharapkan.

Ji:f"wu dalam gerakan anti korupsi pada dasarnya dapat dibedakan

ileluarga

-.:ota keluarga, misalnya :

:'nengendarai kendara-an bermotor bersama ayah atau

lrp yang lain, peraturan lalu lintas dipatuhi ? misal tidak

F 
di tempat dimana adatandalarangan berbelok/berputar

Etertoncengan motor bersama kakaknya atau anggota keluarga

fr dahk mengendarai motor berlawanan arah 2

lLbOr* orang tua tidak berasal dari tindak korupsi ?

: -:.'.ara keluarga yang menggunakan produk bajakan ?

.:: .rtemaliSasi karakter anti korupsi di dalam diri mahasiwa yang diawali

-::ra sangat sulit untuk dilakukan. Justru karena anggota keh-rarga adalah

*, : \ ang setiap saat bertemu dan berkumpul. Maka pengamatan terhadap

--:si yang dilakukan dalam keluarga seringkali menjadi bias. Bagaimana

,:-ak berani menegur ayahnya ketika sang ayah kerapkali melanggar

,. I apakah anak berani bertanya tentang asal usul penghasilan oran-q

,,illllillu!("I : ian KampUS

l.,*- ::ahasiswa dalam gerakan anti korupsi di lingkungan kampus dapat dibagi

l,,r, , , rr.Vaittt:

,, -- ^ 
'hasiswanyasendiri

*"---ri !\\:a diharapkan dapat mencegah agar dirinya sendiri

*l*- r. - koruptif dan tidak korupsi

i'r- -:' :) mahaSiSWanVa

rt*

- - :..5\\'2 diharapkan

- -':- -,\l dan organisasi

;- " :ak korupsi.

dapat mencegah agar rekan-rekannya

kemahasiswaan di kampus tidak berprilaku
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fulitisn

sekitar

iiuirLr,* .,ma dilakukan oleh mahasiswa atau kelompok mahasiswa untuk

*." - ii lingkungan masyarakat sekitar, misalnya:

-.--, ,r-kantor pemerintah menjalankan fungsi pelayanan kepada

" t--ngan sewajarnya: pembuatan KTP. SIM, KK, laporan kehilangan.

1r - - -. ang diperlukan untuk pembuatan surat menlurat, pembuatan Surat-

D tn *"o tersebut? wajarkah jumlah biaya tersebut?

-:Lik kepada berbagai informasi sudah didapatkan?

i-1en publik untuk masyarakat miskin suclah memadai? misalnya:

- :or gas, Bantuan Langsung Tunai, dan sebagainya

r,rkal Dan Nasional

, * - - : nasional, keterlibatan seorang mahasiswa dalam gerakan anti korupsi

*; : :rencegah terjadinya perilaku komptif dan tindak kompsi yang masif clan

- , ,,rakat. Mahasiswa dengan kompetensi yang dimilikinya dapat menjadi

1,..-: - dalam gerakan mahasiswa anti korupsi baik yang bersifat lokal mupun

'nrmr resisla dalam gerakan anti korupsi adalah :

r --- adi agen pembahan

:., ',uarakan kePentingan takYat

r .- ekriti si kebij akan-kebij akan yang koruptif

-::.tadi watch dog (aryingperliaga) lembaga-lembaga negara dan

--r.lI11

ir mahasiswa dalam gerakan anti korupsi adalah :

r'*,, -.san keluarga

*" -- ran kampus

1, .:rkat sekitar

,,. .okal/nasional
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